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HAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin maju dewasa ini
menuntut kemudshan-kemudahan bagi manusia untuk memuaskan
kebutuhannya dengan cara seefisieph mungkin. Diketahui
bahwa ueang sebagai alat pembavaran semakin dibutuhkan
dalam kehidupan sechari-hari untuk memenuhi kebutuhannya,
tetapi dalam perkembangannyas orang semakin cemas untuk
membawa uang tunai dalam Juﬁlah vang banyak, karena alagan
keamanan.

Sebagal pengganti darl hal yang dikemukakan di atas.
maka bank memperkenalkan suatu Jasa vang sangat praktis
valtu fasilitas kartu seperti ATM (Automatic Teller
Machine). Bank sebagai lembaga keuangan pada saat ini
berlomba-lomba menawarkan Jasa yang lebih menarik bagi
nasabah dalam pengadaan kartu Automatic Teller Machine
(ATM) tersebut.

Pimaklumi bahwa sekarang 1ni belum ada satupun
peraturan perundang-undangan di Indonesia vang mengatur
mengenal keberadaan kartu ATM dalam lembags perbankan,
namun mengingat dasar timbulnya kartu ATH lzarena
perjanjlan maka pangkal tolsknya kdaleh Kitab Undang-
Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) vang  berlaku di

Indonesia.




Hukum perjaniian kita pada dasarnya menganut sistim
terbuka, di mana perjanjian memberikan kebebasan vyang
seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian
baik bentuk dan isinya asalkan tidek bertentangan dengan
Undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Batasan yang
dimaksud ini agar perjanjian sebagai suatu persetujuan
dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri-
nya untuk melaksanakan hal dalam lapangan harta kekayaan
dan tidak terjadinya penggunaan kebebasan berkontrak
secara semena-mena yvang dapat merugikan pihak lain,
masyarakat maupun kepentingan negara.

Segi vyuridis suatu perjandian vyang dibuat adalah
adanyva kesepakatan para pihak yvang mengadakan perjaniian
tersebut. Sahnya suatu perjanjian renggunaan ATM antara
nasabah dan lembaga bank hendaknya harus memenvhi keempat
syarat sebagaimana vang diatur dalam rasal 1320
KUHPerdata. Penggunaan kartu ATM sepintas lalu dilihat
sangat mudah dan sederhana; namun ternyata mempurvail
ikatan dasar perJjandian yang sangat kaplekS.

Suatu hal vang menjadi masalah sekarang ini adalah
mengenai rembatasan kebebasan berkontrak. Kebebasan
berkontrak yang terlibat dalam suatu akad reri=niian tidai
lagi diterapkan secars penuh. dalam ?rti kebebaean  vans
dimungkinkan untuk dilakszanzakan telah dibatasi dan di lain
pihall diperlukan pembatasan vang seharusnyva dilakukan

untuk memenuhi kepentingan para pihak.



Sisi lain vang menjadi perhatia] khusus dalam peng-

gunaan kartu ATM cleh nasabah adalah mengenal penggunaan

kontrak standar atau s=sering disebutidengan istilah per-
Janjlan sepihak atau perjanjian bakq. Perjanjlan sepihak
vang eemakin memasyarakat dewasa ﬁni merupakan bentuk
perjanjian, dimana baik i=si maupqn format perjanjian
tergebut telsh dirancang sebelumnyaéoleh plhak bank, dan
nasabah pemegang kartu ATM tinggal mepyetujui atau menolak
perjanjian yaﬁg ditetapkan itu. é

Perjanjian sepihak atau kontrakistandar antara pihak
bank dengan nasabah pemegang kaﬂtu ATM senantiasa
menimbulkan permasalahan yaitu kemaﬂpuan konsumen dalam
memenuhi syarat-syarat vang telah dﬂtetapkan secara baku
dan seprihak oleh pihak bank terseb@t. Nasabah pemegang
kartu ATM dalam hal ini harus meneriﬁa segala akibat vyang
timbul dari perjanjian tersebut % walaupun nantinysa
merugikan dirinya tanpa kesalahannya{

Kedudukan pihak bank dalam hallihi selalu leblh kuat
Jika dibandingkan dengan pihak nasaba% pemegang kartu ATHM
baik 8Secara ekonomis maupun psikolbgis. Pihak nasabah
pemegang kartu ATM sebagai pihak yaﬁg lebhih lemah berada
pada posisil bergantung, sehingga untu@ memperoleh prestasi
tertentu yang sangat dibutuhkannya sekagai pemegang kartu
ATM terpaksa bersedia menerima janjiwﬁanji atav klausula-
klausula yang kadang kala merugikanny?. Hak dan kewajiban
vang tercantum dalam perjanjian yan? dibuat pihak bank

umumnya tidak seimbang dengan apa ﬂang menjadi hak dan

=t



kewajiban pihak nasabah pemegang kartu ATM. Pihak nasabah

pemegang kartu ATM terialu dibebani kewajibaen,sementara

pihak  bank Dberlindung dibalik klausula vang telah
ditetapkannya secara sepihak, yaitu klausula pengharusan

atau pembebanan tanggungjawab hagl pemegang kartu ATHM bila

terjadi kerugian.

Pihak bank meskipun secara kenyataan dituntut per-
tanggung Jawabannya untuk mengganti biéya, rugi dan bungsa
atas Xerugian yang timbul akibat wanprestasinya namun
rihak bank berpegang teguh pada isi pepjanjian yang lebih
menekankan pada tanggungjawab pihak nasabah pemegang kartu

ATM bila teriadi sesuatu hal yvang merugikan dirinya.

1.2 Rumusan Masalah
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Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas. d
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berilkut.
1. Apakah penggunaan kartu ATM sesuai dengan asas-asas

hukum perikatan?

2.Bagaimanaksh penyvelesaian apabila terdadi
perselisihan antara para pihal?
1.3 Tujuan Dan Kegunasan Penelitian
Tujuan prenulisan dalam melakukan penslitian ini

14
adalah untuk mengetahui:

1.Apakah penggunaan kartu ATM cesuail dengan asas-asas
hukum perikatan.
Z.Bagaimanakah renyelesaian apabila terjadi

perselisihan antara para pihak.




Kegunaan penelitian yang penulis lakukan ini
adalah sebagai:
1. Sebagai bahan masukan dalam bentuk tertulis bagi
prihak bank msupun nasabah pemegang kartu ATM.
2. Sebagal masukan bagi lembaga pendidikan dan per-

bankan dalam hal ini‘materi kartu ATM.

n



BAB 2
TINJAUAN PUSTAEA

2.1 Pengertian Perjanjian

Berbagai istilah kita kenal dalam kepustakaan Hukum
Indonesia wuntuk memberikan arti pada kata “Verbintenis”
dan "Overeenkomst” sebagalmana vang tertuang dalam Buku
III KUHPerdata. R Setiawan (1978:1) yang mempergunakan
istilah perikatan dan persetujuan mengemukakan pandangan

dan alasannya sebagai berikut:

"Verbintenis” berasal dari kata kerja Verbiden yang
artinya mengikat. Jadi verbintenis menunjukkan kepada
adanva ikatan atau hubungan. Hal ini memang sesuai
dengan definisi wverbintenis sebagai suatu hubungan
hukum. Atag pertimbangan ini penulis cenderung memakai
istilah perikatan. “Overenkomst" berasal dari kata
kerja overenkemen vang artinya setuju atau =sepakat,
Jadi overenkomst mengandung kata sepakat sesuvai dengan
azag konsensunal vang dianut oleh KUHPerdata. Oleh
karena itu istilah teriemahannyapun harus dapat
mencerminkan azas kata sepakat tersebut. Berdasarkan
alasan tersebut penulis lebih menyetuluil istilah
persetujuan.

Iatilah lain mengenail perjanjian dikemukakan oleh
Utrecht (19589:320) yaitu perutangan untuk verbintenis dan
perjanjtan untuk overenkomst. Achmad ichsan {1980:7)
menerJjemahkan lain yaitu perdjanjian untuk wverbintenis dan
persetujuan untuk overeenkomst. Mengamati uraian para
pakar tersebut melahirkan pendapat tentang sejumlah arti

dari kata prerdjanjian Subekti (1882:122) menegaskan:




Buku III BW berijudul perikatan. Perkataan vperikatan

(Verbintenis) mempunysi arti vang leblh luas dari

perkataan perjanjian. Sebab dalam Buku III itu diatur

Juga perihal hubungan hukum yang sama gekali tidak

bersumber pada s=suatu persetujuan atau perjanjian.

vailtu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan
vang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan rerihal
perikatan . yang timbul darl pengurusan kepentingan
orang lain vang tidak herdasarkan persetujuan

(Zaskwaarneming). Tetapi sebagian besar dari Buku III

ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari

persetujuan atsu perjaniian, Jjadi berisikan hukum
perjanjian.

Berdagsarkan uraian di atas. menunjukkan bahwa perika-
tan-perikatan dapat lahir akibat suatu persetujuan atau
perjanjian dan Jjuga dapat lahir karena kehendak undang-
undang. Perikatan dalam hal ini tampak sebagail suatu
pengertian vang abstrak., sedangkan suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Berdasarkan hal inti,
maka penulis cenderung untuk mempergunakan istilah perdian-
Jian dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Perjanjian dalam perkembangannya mengalami perubahan
dan dapat dilihat dari pengertian perjanjian vang dikemu-
kakan cleh Abdul Kadir Muhammad (1990:79) sebagei berikut:

Perdaniian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua

orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk

melaksanakan hal dalam lapangan harta kekayaan.
Subekti (1979:1) mendefinisikan perjaniian gsebagai
berikut:

Perjanjian sebagal suatu peristiwa di mana secrang

berjanii kepada seorang lainnya ateu di mana dua orang

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pitlo kemudian mempertegas pula definisi perijaniian

tersebut sebagai berikut:




Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang bersifat
harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar
mana pihak yang satu berhak (Kreditur) dan pihak vang
lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.

Tahir Tungadi (1977:9) memperbaiki batasan perdandian

vang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata, vyaitu:

Perjaniian adalah persetujuan atau sepakat menimbul-

kan. merubah atau menghapuskan hubungan hukum di

lapangan harta benda.

Poerwadarminta (19886:402) dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia menulis mengenai perjandiian., vaitu:

Perjanjian berasal dari kata Jjanji vang herarti

prerkataan yvang menyatakan suatu kesediaan kehendak

berbuat gesuatu. kemudian vang dimaksud dengan

perkataan perJjanjian adalah persetujuan (tertulis atau

tidak tertulis} yvang dibuat oleh dua vihak atau lebih

yang masing-masing berjanii akan menaati apa vang

tersebut dalam perjanjian itu.

Yahya Harahap (15886:6) menjelaskan pengertian
rerjanjian sebagai berikut:

Perjanjian atau wverbintenis mengandung rengertian

suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua

pihak atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada

suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus

mewsa)ibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestacsi.

Rumusan perdanjian yang ditekankan dalam prasal 1313
KUHPerdata menimbulkan berbagai kritik dari para Sarjana
karena dianggap mengandung banyvak kelemahan.

Abdul Kadir Muhammad (1980:78) memberikan pendapat
gsebagai berikut:

a. Rumusan pasal 1313 KUHPerdata menyangkut =epihak

saja, hal ini dapat diketahui dari rumusan satu

orang atau lebih vang mengi-katkan dirinva

terhadap satu orang atau lebih lainnva.
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katlkan

timbeal

Yata rverbuatan mencakue Jusgs Tanga Innsengus.
Lalam pencsertian perbuatan termasuic Juga tindakan
dalam melaksanakan tugas tanpa kuasa. tindakan
melawan hukum vang tidalk menpanduns konsessus.
seharusnva dirakail kata persetuiuan.

FPenpgertian perjaniian terlalu tuas. kar=nn

mencakur JusZa pengertian relangsunsgan perlkawinan.,

danii kawin vang diatur dalamn lapanzan bhulnnn be-

Tuarga. Padahz] wvane dimaksud adaiah hubunzan
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antara lkreditur dan debitur dalam tapAanpan harrta

kekavaan cajta. Peridaniian vancg  dikahendaizi olah

Bubku TIT1 EUHFerdata sebenarnva hanvalah  werianiiang
vang bhersifat personal.

Dalam perumusan pasal  terzebutn tidalk ddsebhuriian

fuduan mengadzkan verianiian. ocolidnges il T
mensgilatkan dirat oo Toim e Ts e 0 s
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=1 omtan Taidi oo ermspainet rmln zaline menEi-

A1r1 dalam mea laj—:.;jﬁrj Aaltan  suAaT prSaTAast 2ennrn

balik dalam ltarangan harta kekavaan.

Plalam penerapar =UsaTU Tarianiian terdamat heherann

unsur vang terdapat di dalamnva. wvaitu:

1. Unsur Ksensialia vaitu unsur dalam  =2ustn perisniisage
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harus ada tunsur Mutlak). tanpa mRdanva

)
T
—_
(it
:,_.I
—
-




st ind pevriandian ticomir munsinin moin,

Z.Unour Naturaliis vailtu unzur dslam suatt pavrisniioan

vang diatur oleh undanc-undanz. namun vara pinak  dapat
menentukan klausula vang 1isinvs menvimpans dari oroo wvans
ditetaprkan selama para vihak mengstahul keadazn  terse-
bt

3. Unsur Accidentalia vaitu unsur vaneg telah diserakati
para pihak untuk menstarpksan bagaimana akibat hunkum vang
timbul dari rverianiian vanz dibuat scerta memilih tempas

tingegal atau domisili hukum vang wamuam dan Tetar.

.2 Syarat Sahnva Suatu Perjaniian

Sahnva | suatu perdaniian apakbiia telabh memenuhi  unsur

u
atau ovarat-avarat sebagzaimana vang diatur rada undans-
undanc. dan hal ini ditecaskan dalam pasal 1320 EUHPerdars
vang hberintikan:

. sepakat mereka vang mendgilkatkan dirinva
2. Keecakapan untuk membuat suatu perilkatan

4. Suatu hal tertentu

4. Buatu seban wvang h=lal

keempat covarat di atas terdiri dari dua svarat oertams

vane dinamakan svarat subvelktii karsna iedsis avarst ims
menuniuk  kepada  subveknva atauw orang  vanz  mengadalan

rerijaniian dan dua svarat vanes terakhir dinamakan JJurna

asvarat obvektif karena kedua svarat ini menun’iull rada




materli atau cobyvek vang direrijaniikan.

Sepakat sebagaimana yane dimaksudkan di atas adalah
dalam hal melakukan suatu perjanjian. yvang berarti kedus
belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian mempunyai
kebebasan kehendak. Subekti (1979:1) memberikan definisi
tentang pengertian sepakat sebagail berikut:

Dengan sepakat atau Jjuga dinamakan reriz .
dimaksudkan kedua subyek yang mengadakan wrerjanjian
itu harus bersepakat, setuju atau setia cekata
mengenal hal-hal rokok dari perdandian vang diadakan
itu. Apa yvang dikehendaki pihak satu jJuga dilenendal:
pihak lain.

Syarat kedua vang menvebutlzzan hahwa  czlap untuk
membuat suatu perilkatan z2tau perijaniian menunjukkan  kedua
belah rihak yang mengadakan perjanjian harus cakar menurut
hukum untuk bertindak sendiri. Semua orang pada dasarnva
dianggap menurut hukum untuk berbuat sesuatu hal. asalkan
orang tersebut tidak termasuk sebagaimana yang ditegaskan
Pasal 1330 KUHPerdata yaitu orang-orang yang belum dewasa
atau dibawah umur, mereka vang ditaruh di bawah pengampuan
(Curatele) dan orang-orang perempuan dalam hal-hal vang
ditetapkan undang-undang dan pada umumnya Kepada semnua
orang vang oleh undang-undang dilarang untuk membuat
perjanjian-perjaniian tertentu (perempuan vang telah
kawin).

Syarat vang ketiga yvang menyebutkan bahwa perjanjian
harus mengenai suatu hal tertentu. Ini dapat diartikan
sebagal apa vyvang direrjanjikan dalam suatu perjanjian

haruslah suatu hal atau Barang yvang cukup Jelas =stau

tertentu. Syarat yang ketiga ini sangatlah dibutuhkan guna
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dapat menentukan kewajiban atau kesevrakatan-kesepakatan
dalam vperjanjian bila dikemudian hari terjadi perselisi-
han.

Syarat vang keempat sebagai syarat sahnyva suatu
perjanjian adalah suatu sebab vang halal. Kata sebab
disini mengenai materi dari perjanjian tersebut. Berbeda
dengan sebabk yang membuat orang melakukan perijanjian.
Misalnya terlaksananya rerjanjian jual beli, dalam hal ini
tidak dipersoalkan sebadb apa sehingga pihak pertama men-
Jual dan pihak kedua membeli. namun yang menjadi sebab
adalah karena penjual ingin memiliki imbalan daril barang
vang dijual dan pembeli ingin memiliki barang yang dibe-

linya.

2.3 Bentuk-bentuk Perjanjian

Perjanjian pada prinsipnyva dapat diklasifikasilan
menjadi dua bagian yaitu:

2.3.1 Perjanjian yang lahir akibat kehendak kedua belah
pihak.

Rumusan teritang perjdanjian telah disebutkan sebelumnva
oleh beberapa pakar hukum, namun secara tegas dapat pula
dilihat pada pasal 1313 KUHPerdata. Pasal ini banyak
mendapat sorotan dari para sahli hukum, namun menjadi dasar
hukum vyang tidak terpisahkan dari pasal 1338 KXUHPerdata
vang menerangkan bahwa:

segala perjanjian yang dibuat secara e=ah beriaku

sebagai undang-undang bagi mereka vang membuatnva.



Maksud pasal di atas sebenarnya tidak lain dari pernyataan
bahwa setiap rerjanjian mengikat kedua belah »ihak, meski-
pun demikian dari peraturanlini daprat ditarik asumsi bahwa
orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak
melanggar ketertiban umum yang distur dalam Buku III
KUHPerdata tetari umumnya dibolehkan juga ma2ngenvampingkan
peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Bulku I1I KUHPer-
data tersebut, Peraturan-peraturan dalam Buku II KUHPerda-
ta hanya disediakan selama para pihak yvang berkontralt itu
tidak memuat peraturan sendiri. arti lain menekankan bahwa
peraturan-peraturan dalam Buku III hanya merupskan hukum
relengkar dan bukan hukum keras atau memaksa.

Perjaniian pada umumnya tidak terikat pada bentuk
tertentu. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan
dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini dimaksudkan
untuk dapat dijadikan sebagai alat pembuktian apabilla
terjadi perselisihan pada apa yang telah diperjanjikan di
kemudian hari. Perjanjlan vang dibuat dan lahir tidak
perlu dibuat formal, tetapi lahirnya suatu perjaniian
karena sadanya suatu kesepakatan terhadap kesamaan kehendak
atau konsensus dari para pihak. Beberapa perjanjian ter-
tentu. undang-undang menentukan suatu bentulr tertentu.
sehingga apabila perjaniian itu tidak dituruti dapat
dianggap tidak sah. Bentuk tertulis dari suatu verjaniian
tidakiah semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi
Juga merupakan syarat adanya rerjanjian itu. Hal ini Juga

ditegaskan dalam Pasal 38 KUHDagang vang mengharuslan




adanva zakte notaris dzalam vperjanjian mendirikan suatu
persercan terbatas. Hal yang sama ditekankan dalam membuat
atau memprerjanjiikan suatu hak-hak kebendaan menurut Buku
ITI KUHPerdata.

Menurut Mariam Darul Badrulzaman (1983:90-33) ada
beberapa bentuk atau Jjenis perjandian vang dikategorikan

sebagal berikut:

1. Perdjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menim-
bulkan perjanjian pokok bagi kedua belah pihak.
misalnya perjanjian jual beli.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban adalah
perjanjian yang memberikan keuntungan bagi satu pihak.
misalnya hibah.

3. Perjanjian khusus dan perjanjian umum adalah perdanjian
vang mempunyal nama sendiri, maksudnya eccalah bahwa
perjanjian tersebut diatur dan diberikan nama oleh
pembentuk undang-undang berdasgrkan type yang paling
banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat
dalam Bab V - XVIII KUHPerdata. Perjanjian lain diluar
perjanjian khusus tumbuh verjanjian umum vaitu
perjJanijian-perjanjian vang tidak diatur dalam
KUHPerdata tetapri terdapat pada masyarakat. Lahirnya
rerjanjian dalam praktek adalah berdasarkan azas
kebebasan mengadakan perjanjian atau Partij Otonomi.

misalnya perjaniian sewa beli.




Perjanjian kehendak dan perjandian oblizgator

adalah perjanjian di mana antara kedua belah vrihak

telah tercavrai persesuaian kehendak untuk mengadakan
perikatan. Menurut KUHPerdata, perijanjian ini sudah
mempunyai kekuatan mengikat pada pasal 1338 KUHPerdata.

Perjanjian-perjandiian lain terdapat dalam EKUHPerdata

vang hgnya berlaku sesudah penyerahan barang., misalnya

perjanjian :penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdata).

Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjaniian riil.

Perbedaan mendasar antara perjanjian konsensual dengan

perjanjian riil adalah Sisa dari hukum

Romawi yang untuk perdanjian-perJjaniian tertentu

diambil oleh hukum perdata kita.

Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnva antara

lain:

- Perjanjdian liberator vaitu perjanjian di mana para
pihak membebaskan diri dari kewaljiban yang ada,
misalnya pembebasan utang (Kwijtchelding:Pasal 1438
KUHPerdata).

- Perjanjian pembuktian vyaitu perjaniian di mana para
pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di
antara mereka.

- Perjanjian untung-untungan. misalnva perjanjian
asuransi (Pasal 1774 KUHPerdata).

- Perjanjian publik wvaitu perjanjian yang sebagian

atau seluruhnva dikuasai oleh hukum publilk karena




zalah zatu rihak bertindall sebagail penguasza  romerintahbor.

Misalnva perianiian ikatan dinaos.

Pembagian  bentuk-bentuk atau senis-jenis  revianiian
radsa  bagian lain dikemulkalkan oleh Subekti 1270 120-131)H
aehafai bherilkut:
1.Perijanj)ian bersvarat ( Voorwaardelijk) adalah suatu

rerikatan vang digantungkan pada suatu kejadian dikemu-
dian hari. vang masih belum tentu zkan atau tidak terija-
di. wmisalnva seseorang berjanii akan membseli mobil
Sesenranguapabjla ia lulus uiizn.

2. Perianiian vans digantungkan pads suatn ketetapnan  walktu
(Tijdsbepaling) adalah cuatu hal vane pasti akan datancs
meskipun munekin belum ditentukan aatanrnva.  misalnvs
menineggalnva ceseorang.

3.Perjaniian vaneg membolehkan memiliih (Alternatif) vaita
perianiian di mana terdapat dua atan lebih macam orestn-
s1  cedangkan kerada si berhutane Jdicerahkan  vang mana
vang akan ia lakukzan., misalrnva is bolen memilibh  apakan
memberi kuda atau mobil.

4.Perdaniian tangguns menanZming valtu 3uartnu perisniian
di mana beberapra orang bherzama-—-sama sebagail plhalr vang
berhutang berhadapan dengap satu arang vang memnsri piu-
tang atau cebaliknva.

H.oPerjaniian Vang OADAT dibagi clan tidal Adapat
dibagi. Apakzah suatu perianiian dapat dibamr aton tidok

tergontuneg pada  kemungkinan tidaknva membagi prectasi




dan pada hakekatnva tergantung pula dari kehendal =ztau
maksud kedua belah pihak vang membuat suatu
perjaniian.

Perjanjian dengan penetaran hukuman vaitu untulk mence-—

as

gah Jjangan sampail si berhutansg densgan mmdah melalailkan
kewajibaniva dan dalam prakteknva banvak dipakai
perjaniian di mana si berhutang dilenakan suatu

hukuman apabila ia tidak menerati kewajibannva.

2.3.2 Perjanjian vang lahir dari undang—undang

Perjaniian wvang lzahir akibat kehendak kedua bhelah
pihalk tidaklah berdiri sendiri. sebab di samping itu ada
Juga suatu rerdanjien vang lahir akibat atau kehendzk dari
undang-undang. Kata lain bahwa sudah terdahulu diatur oleh
pasal 1352 KUHPerdata yang berbunyi:

Perjanijian-perijaniian vang dilahirkan dari undang-

undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pasal 1353 KUHPerdata =elaniutnva menegaskan:

Perjanjian-prerjanjian vyang dilahirkan dari undang-

undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari

perbuatan halal atau dari perbuatan vyanzZ melanggar

hukum.

Perjanjian-rerjanjian yang lahir karena undang-undang
dengan patokan pada pasal 1352 KUHPerdata dan pasal 1353
KUHPerdata davrat dibedakan dalam dua geolongan, yaitu:

1. Perjaniian yang lahir dari undang-undang semata-mata

misalnya perjanjian untuk memberi nafkah ( Buku

KUHPerdata).




2. Perjaniian vang lahir dari undang-undang karena
perbuatan manusia, hal ini dibedakan lagi ke dalam:
- Perbuatan manusia menurut hulkum (Pasgal 1357 KUHPer-

data)

[
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- Perbuatan manusia vang melawan hulum (Pasal 173
KUHPerdata).

Pembentuk undang-undang mengemukakan lebih lanjut

0

1y

mengenai beberapa figur dari perijaniian-perianiian  van
lahir dari undang-undanzg tersebut karena rerbuatan vang

halal. vaitu:

[
.

Mewalkili utuszan oransg lain (Pasal 1354 EKUHPerdata).
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Pemhayaran hutang vang tidak diwajibkan (Pasal 1359

KUHPerdata)

3. Perikatan Waiar (Pasal 1359 KUHPerdata alinea 23

4. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1385 KUHPerdata).
Terjadinya suatu perbuatan hukum tidak perlu dipenuhi

geluruh unsur-unsur tertentu. Undang-undang dapat salda

menetarkan perbuatan itu sudzh termasuk sebagal suatu

perjanjian. Hal ini diatur pada pasal 1320 KUHPerdata.
dimana kehendak para pihak terhadap perjanjian yvang lahir
akibat undang-undang i1tu terabaikan. yans disebablan

rerdantian ini bersumber pada undans-undang.

2.4 Wanprestasi dan Risiko Pada Perjanjian Kartu ATM

A. Qirom Syamsuddin Maliala (1985:268) menjelaskan

mengenail wanprestasi sebagal berikut:




Wanprestasi adalah apabila seoranzg debitur tidak

me lakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi

vang keliru atau terlambat melakukan prestasi. maka

dalam hal-hal vang demikian inilah vyaneg cdisebut

georang debitur melakukan wanprestasi.

J. Satrio (1993:122) mengemukakan pendapatnya
berkenaan dengan wanprestasi bahwa:

Kalau debitur tidak memenuhi Jjandiinva atau tidak

memenuhi sebagaimana mestinysa dan semuwa itu dapat

dipersalahkan keradanya. maka dapat dikatakan bahwa

debitur wanprestasi.

Wujud wanprestasi biaa:

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

k. Debitur keliru terprestasi.

c. Debitur terlambat berprestasi.

M. Yahyva Harahap (1986:60) menulis mengenail
wanprestasi sebagai berikut:

Wanrrestasi adalah pelaksanaan kewajiban vang tidak

tepat pada waktunva atau dilakukan tidak menurut

selayaknya.

Sri Socedewl Masychoen Sofwan (A.Qirom S. Maliala.

(1985:29) menvatakan bahwa:

Debitur dinyatakan melakukan wanprestasi. harus
dipenuhi tiga unsur, yaitu:

a. Perbuatan debitur itu dapat disesalkan:

b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu bailk dalam arti
vang obyekif. vaitu orang yvang normal dapat mendusa
bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti
subyvektif vaitu sebagai orang vyang ahli dapat
menduga keadaan yvang demikian akan timbul;

c. Dapat diminta untuk mempertanggung Jjawabkan
perbuatannya, artinva bukan orang gila atau lemah
ingatannya.




Subekti (1987:45) menvatakan pendapatnva berkenaan
dengan wanprestasi sebagail herikut:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur

dapat berupa empat macam:

a. Tidak melakukan apa vang disanggupi akan di-

lakukan.

b. Melaksanakan apa vang dirverjanjikan. tetapri tidak
sebagaimana diperdjanjikan.

c. Melakukan apa vang diperjanjikan tetapi ter-
lambat.

d. Melakukan sesuatu vang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukan.

Berdasarkan berbagal pendarat yang telah diuraikan di
atag dapat penulis kemukakan bahwa wanprestasi dapat
terjadl dari dwua hal pckok. yaitu:

a. Kesengajaan vaitu perbuatan tersebut memang

diketahul atau dikehendaki oleh debitur.

b. Kelalaian yaitu debitur tidak mengetahui adanva

kemungkinan akan terjadi wanprestasi.

Apabila kedua hal tersebut terjadi aksn menimbulkan
akibak vyang berbeda. Dalam hal ini terjadi Lkesengajaan
dari debitur, maka debitur harus lebih banvak mengeganti
kerugian daripada terjadi karena adanya kelalaian.

%
Jika terijadi wanprestzsi dapat ditempuh berbagai
kEemungkinan., seperti:

a. 51 berpiutang dapat meminta pelaksanaan perjaniian
meskipun pelaksanaan perjaniian tersebut sudah
terlambat.

b. 31 berpiutang daprat meminta penggantian kerugian
vang dideritanyva.

c. 51 berpiutang darpat menuntut pelaksanaan perjanjian

disertai dengan penggantian kerugian yvang disertail

-~



sebagal akibat terlambatnva relaksanzan verijaniian.

d. Dalam hal suatu "~ rperjanjian vang meletakkan
kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak
memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta
kepada Hakim supava perijanjian dibatalkan. disertzi
dengan rermintaan penggantian kerugian.

J. Satrio (1993:233) mengemukakan pandangan bherksaitan
dengan risiko sebagai berikut:

Pada dasarnyva setiap orang memikul sendiri risiko atas
kerugian vang menimpa barang miliknya. kecuali kalau
kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain
atau dengan membayar sejumlah uang tertentu.
dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam
hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi
risiko mendadi masalah. kalau terjadi kerugian tetapi
tidak ada yvang dapat dipersalahkan.

Subekti (1980:144) menulis mengenai pengertian risiko
sebagai berikut:

Risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian

Jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah

satu pihak vang menimpa benda dimaksudkan dalam

perJaniian.

Pasal 1237 KUHPerdata menetapkan bahwa dalam suatu
perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu. seljak
lahirnya perikatan itu barang tersebut sudah menjadi
tanggungan orang vang berhak menagih penyershannya. Dengan
demikian Jjika debitur melakukan kealpraan atau kelalzian,
maka debitur menanggung risiko vang ditimbulkannva.

Pada dasarnya masalah risiko berpanegkal pokok pada
suatu peristiwa vang terijadi di luar kesalahan salah satu

pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjandian

dikenal dengan istilah '"keadaan memaksa” {overmacht)




terdapat beberapa pandangan yang berkembang diantara para
prakar hukum. A. Qiram Syamsuddin Meliala (1985:25) menulis
mengenai keadaan memaksa sebagai berikut:
Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadsan
atau kejadian vang tidak dapat diduga-duga ter.iadinva
sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan
prestasinyva sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan
mana tidak dapat dipersalahkan keradanya.
J. Satrio (1993:265) menegaskan bhahwa: Keadaan memalksa
harus dipenuhi svarat:

1. Adanya peristiwa vang tidak memungkinkan prestaesi.

2. Debitur tidak punva andil kesalahan atsag munculnva

halangan itu.

Sedangkan Subekti (1880:150) menulis mengenail keadaan
memalksa sebhagal herikut:

Untuk darat dikatakan suatu "keadann mamnlien”
{overmacth atau force majeur). selain keadazn  i1tilzad
"diluar kekuacaannva’ si berhutang dan  “memskea’.
keadaan vang t=lah timbul itu Juza harus berupa  suatu
keadaan vang tidak dapat diketahui rada waktu
rerjaniian itu dibuat. getidak-tidaknva tidak dipikul
rigikonva oleh si berhutang.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai keadaan
memaksa atauw overmacht dapat disimpulkan bahwa unsur yvans
terkanduneg dalam overmacht adalah:

a. Peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnyva:

b. Di luar kesalahan salah satu pihalk:

c. Menghalanagi para pihak untuk bervrestesi:

d. Salah satu pihak belum lalal dari ketentuan
perjangian.

Overmacht atau keadaan memaksa divedakan atas

overmacht vang bersifat mutlsk dan overmacht vang hersifat




tidak mutlak atau relatif. Overmacht mutlak merupakan
suatu keadaan vang tidak memungkinkan dilaksanakannva
perjanjian oleh pihak manapun. misalnya telah terjadi
gempa bumi , kebakaran, banjiir huru-hara dan lain
sebagainva. Sedangkan overmacht relatif merupakan suatu
keadaan di mana perjanjian masih dapat dilaksanakan tetari
memerlukan pengorbanan yang sangat besar dari debitur,
misalnva telah terjadi pelarangan cleh remerintah terhadar
suatu barang atau produk tertentu untuk memasuki pasaran
dalam negeri sedangkan barang vang dilarang merupakan
obvek perJjaniian dan larangan ini berlaku untuk wakiu
tertentu. Dengan demikian keadaan ini hanya menunda
pelaksanaan perdaniian sampai batas waktu wvang telah
ditetapkan. walaupun demikian untuk waktu vang digunalkan
untuk menunggu batas pelarangan. membutuhkan pengorbanan

dari debitur.

2.5 Berakhirnya Suatu Perjanjian
Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan hal-hal vang men-

vangkut berakhirnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Pembavaran dimaksudkan sebagai pemenuhan perjanjian
gecara sukarela, bukan saja pihak pembeli vang
membayar uwang harga pembelian tetapi pihak penjual pun
dikatakaq membayvar vang dijualnyva. Pasal 1332
KUHPerdata Juga membolehkan pihak ketiga  untuk
melakukan pembavaran asal saja pihak ketiga tersebut

bertindak atas nama siberutanz. atau pun bisa atas
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namanya tetapi tidak menggantikan hak-hak si
berpiutang.

Penawaran rembayvaran tunai diikuti denmgan renvimpanan
atau renitipan.

Suatu cara pembavaran vang dilakukan apabila =i
berpiutang menolak pembavaran. Ini akan menolecng atau
melindungi s8i debitur vyang ingin membayar tetapi
kreditur tidek mau menerimanyva, sehingga dilakukan
dengan cara bantuan seorang rerantara vaitu juru sita
atau notaris vang berlaku sebagail wakil untuk membavar
utane kevada s2i kreditur.

Pembaharuan utang

Suatu perdanjian bharu dengan malksud untuk menggantikan
atau menghapus utang lama.

Perjumpaan utang atau konpensasi

Cara penghapusan utang dengan Jalan memperjumpakan
atau memperhitungkan utang priutang gecara timbal balik
antara kreditur dan debitur.

Pencampuran utang

Aprabila kedudukan sebagai orang berpiutang {(Kreditur)
dan orang berutang (debitur} berkumpul pada satu
orang. Maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran
utang dengan mana utang piutang itu dihapuskan.
Pembebasan utang

Terjadi apabila si berpriutang dengan tegas menyatakan
sudah tidak menghendaki lagi prestasi si berhutang dan

melepaskan haknva atas pembavaran atau pemenuhan suatu




rerjanjian. Disertai dengan renyerahan surat tanda
piutang qsli.

Y. Musnahnya barang vang terutang
Jika barang yang menjadi obyek suatu perjaniian musnsah
maka perjanjian itu menjadi hapus asal musnahnva
barang itu bukan karena kesalahan dikerhutang dan
dalam hal ini si debitur harus membuktikannva.

8. Batal/pemb&talan
Batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak
memenuhi syarat obyek, sedangkan terjadinva suatu
pembatalan apabila perjanjian tidak memenuhi svyarat
subyektif, misalnya Jjika seorang analk vang belum
dewasa mengadakan suatu perjanjian maka perjaniian
tersebut dapat dibatalkan oleh orang tuanva.

9. Berlakunya suatu syarat batal, dan Jika salah =atu
syarat tidak dipenuhi maka perjaniian itu batal dan
dianggap tidak pernah ada.

10. Lewatnya waktu.

Suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dikebaskan
dari suatu perikatan dengan lewat waltu tertentu dan
atas syarat-syarat yang ditentukan coleh undang-undang.
Hal lain vang tidak tercantum di atas adalah
berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian
atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam
pverjanjian, seperti meninggalnyva secorang pesero dalam

suatu perjanjian firma dan pada umumnva dalam perjaniian-

[ =
1
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rerjanjian di mana rrestasi hanva darat dilaksanakan o

debitur sendiri dan tidak oleh orang lain.

2.6 Gambaran Umum dan Pengertian Automatic Teller Machine
(ATM)

Automatic Teller Machine (ATM) merupakan =zuatu hal
vang baru dikenal dalam hubungan ekonomi negara kita,
meskipﬁn dibeberapa negara barat penggunaan ATM telah lama
diperkenalkan sekaligus dipergunakan dalam aktifitas
kehidupan sehari-hari di bidang ekenomi perbankan. Khusus
mengenal pelaksanaan penggunaan kartu ATM dilakukan bherda-
sarkan perjanjian sepihak atau kontrak standar vang dila-
kukan pihak bank dengan nasabah yang berkeinginan untuk
memanfaatkan fasilitas kartu ATM tersebut.

ATM adalah tasa bank lainnva yvang merupakan kegiatan
perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini
adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghim-
pun dana d;n menyalurkan dana. Semakin lengkap Jasa bank
vang diberikan, maka semakin baik, dalam arti Jjika nasabah
hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup disatu
bank saja. Demikian pula sebaliknyva jika Jjasa bank vang
diberikan kurang lengkapr. maka nasabah terrpaksa untuk
mencari bank vang lain yang menyediakan Jjasa vang mereka
butuhkan.

ATM merupakan suatu bentuk penarikan uvang yang dilaku-

kan oleh mesin dengan mempergunakan sebuah kartu, dan

s




aprabila diterdemahkan ke dalam Bzhasa Indonesia mengandung
peneertian Mesin Fembavar Otomatis.

Kartu ATM oleh pihak bank disebut juga dengan istilah
kartu Plus. Kartu plus yang dimaksud dalam hal ini adalah
kartu plastilkk vang dapat terdiri dari kartu utama dan
kartu tembehan yang dikeluarkan oleh bank dan diberiken
kepada pemegdng kartu atau orang vang dituniuk coleh
pemegang kartu untuk menerima kartu tambahan (Supplement
Card) unﬁuk dipergunakan sebagai kemudahan dalam melakukan
transaksi keuvangan vang diperkenankan oleh banlk.

Kartu utama merupakan kartu plue vang diberilkan cleh
pihak bank kepada pemegang kartu. sedangkzan kartu tazmbahan
merupakan kartu plus vang diberikan oleh pihak bank kepada
orang yang ditunjuk oleh pemegang kartu untuk menerima

kartu tambahan sesuai surat permchonan kartu tambahan.

2.7 Syarat-syarat pemegang Kartu ATM
Syarat vang diberlakukan bagi orang yang memegang
kartu ATM pada prinsipnya antara bank yang satu dengan
bank vyang lainnya adalah sama, hanya vyang membedakan
biasannya terdapat lagi tambahan-tambahan yang dikeluarkan
oleh pihak yang mengeluarkan kartu ATHM itu sendiri.
Penulis memberikan gambaran mengenai syarat-syarat
pemegang kartu ATM vang dikeluarkan cleh pihak banl.
1. Pemegang kartu hanva boleh menggunakan fasilitas untul
transaksi-transaksi yang ditentukan oleh pihak bank.

2. Untuk maksud yang diatas pemegang kartu akan dilengkarpi
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fznzan iartu vang tetar man)
dapat  dipindabhtancanrkan dancsataun didaminkan
dapat. dipsrounaian oleh vemetans kartu, FemsganT  kEarouo
harus cepat melaporkan lepada bank atas hillangnva  karto
dan meminta secars tertulis kepada bank untur  mensambi
fancitzsh-lanekah vang scemestinva nintull mengesahkan  peng-
cantian kartu. kFemagango lrartn tetac bertangouno Jawah

atas gegala kerugian vang timbul dari hzal-ha reprosbut

diatas.

3. Pemecanc krartin harun riatanc cendiri sendiri ke banly dan

tidalz diwakili untuk mencambil karta dan romor vengenal

‘bih

v

pribadi { Personal fdentifikation Number) atzu 1
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dikenal dengan nomor PTH serta menandatansgan: surat

randa terima kartu sebazai sahnva kartu dan nomor BTH

tersebnt .

4.Bank tidak bertansaune Jawab atag penggunaan Harta  vansg

H.Pemecang kartu cdalzm keads

tidalk sah atas Tfasilitaz dan memasuklan  instrulei-

inctrakei antull makcoud-maloud Azhat  rads Taoilitas

terssbut. Eank tidalr bErrtanssune Jawab datlam st arin
tuntutan-~-tintntan ganti rusi zstas  kehilanean  zramun

Jnga. Adalah meniada rana,/ing  Jawan  Demesnn T o aarTth
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Jdawabh penuh atas semua transazZsi vane  dAlTrages  Slernonrn

kartu. baik dizelenadarakan sependetahuan rpemegang
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kartu atau tidak. lengan ini pemegang kartu memberikan
kuasa kepada bank untuk mendebit rekeningnva atas
segala transaksi sesuai dengan catatan transaksl milik
bank.

Dalam hal setoran tunai atau non tunai. bank hanva
mengakui Jumlah setoran vang didasarkan atas
perhitungan. pemeriksaan dan ferifikasi akhir vyang
dilakukan bank sendiri. Pembukuan setoran akan
dilaksanakan bank dalam jangka wektu yaneg wajar menurut
pertimbangan bank sendiri dan setelah dana diterima
oleh bank. Pemegang kartu menyetujui bahwa dalam
setoran wvaluta asing nilai tukar setoran adalah nilai
tukar vane diterima bank yvang berlaku pada tangagal
pembukuan setoran.

Pemegang kartu dapat dikenakan biaya administrasi
pemakaian fasilitas dan/atau denda atas saldo dibawah
saldo minimal yang ditetapkan bank yang Jumlah biava
dan atau dendanya ditentukan oleh bank dan dengan ini
pemegang kartu memberikan kuasa Lkepada bank untuk
mendebit rekeningnyva untuk pembayaran biava dan atau
denda yang dibebankan bank.

Bank bertanggung Jjawab atas kegunaan kelancaran peker-
jaan fasilitasnva. tetapi tidak bertanggung jawab atas
segala kehilangan. kerusakan atau tuntutan-tuntutan
vang tinul dari segala pemakaian fasilitas dan atau
kartu maupun sarana komonikasi yang diakibatkan hal-hal

diluar pengawasan vang selayaknya dari bank.




10.

11.

12.

13.

Dalam hal transaksi vaneg dilakukan pemegang kartu
dengan pedagang dengan menggunakan fasilitas. maka bank
tidak beptanggung Jjawab atas kualitas ataupun cacat
atauprun kerugian dalam bentuk aparun yang diakibathkan
oleh transaksi tersebut. Selanjutnya pemegang kartu
membebaskan bank dari kemungkinan tuntutan vang timbul
antara pemegang kartu dan pedagang.

Pemegang kartu menerima catatan transaksi dari bank
tanpa ragu dan menyetujul atas segala yang dimaksudkan.
pemegang kartu dalam keadaan apapun tidak diperkenankan
untuk mempergunakan atau mencoba mempergunakan kartu
tersebut untuk menarik uwang kecuali ada dana vang cukup
dalam rekeningnya.

Pemegang kartu harus mengembalikan kartu tersebut
kepada bank atas segala pembatalan dalam hal bila jasa-
Jasa tersebut tidak dibutuhkan lagi atau dalam hal
kartu tersebut ditarik ﬁleh bank karena alasan apapun
Juga.

Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang
kartu, bank atas kebijaksanaan sendiri darat
menghentikan, menambah. mengurangi . mengadakan
perubahan terhadap tingkat pemakaian. cara pemakaian.
batas maksimum penarikan dan transaksi jasa cperasi,
Jasa-jasa penggunaan lainnya atas kartu dan fasilitas
atau mengadakan perubahan-peruvbahan, amandemen-
amandemen atau suplement-suplement atas syarat-syvarat

dan ketentuan-ketentuan ini.




14,

15.

16.

17.

18.

Penggantian atas sutu nomor PIN atau kartu tidak dapat
ditafsirkan sebagai dimulainya suatu kontrak baru.
Pemegang kartu tunduk pada syarat-syvarat umum pembukaan
rekening koran dan atau syarat-syarat umum rembukuan
tabungan harian dan atau syarat-syvarat untuk membuka
rekening lainnya.
Apabila rekening koran merupakan sebuah rekening
bersama maka kartu yang dikeluarkan hanya satu dan
nasabah secara bersama-sama maupun masing-masing
bertanggung Jjawab atas semua transaksi vang timbul dari
pemegang kartu ini.
Semua wewenang dan kuasa vang diberikan pemegang kartu
kepada bank berdasarkan perjanjian ini tidal dapat
dicabut kembali. Pemegang kartu melepaskan hak atas
Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata yang berlaku di
Republik Indonesia. Pasal 1813 KUHPerdata berisi bahwa:
Pemberian kuasa berakhir bahwa dengan ditariknva
kembali. dengan pemberhentian kuasanva, dengan
meninggalnya, pengampuannva atau pailit si rpremberi
kuasa atau penerima kuasa. pemberi kuasa.
Pasal 1814 KUHPerdsta menerangkan bahwa:
Pemberi kuasa dapat menarik kuasanya manakala ia
menghendaki dan jika ada alsan untuk itu, memaksa =i
kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnysa.
Pazal 1816 KUHPerdata menerangkan hahwa:
Pengangkatan seorang kuasa baru untuk urusan vang
sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa pertama,

terhitung mulai hari ini diberitahukan kepada orang
vang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.

Perjanjian ini akan tunduk prada hukum vang berlaku di

Indonesia.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian vang penulis lakukan. baik dalam

bentulk

penelitian lapang maupur penelitian kepustalaan

mengiasilkan data vang dapat digolongkan kedalam dna jenis

L

data, vaitu

1. Data erimer vaitn data vang dipercleh

el

langsung dan berkaitan dengan obyvel menelitian,

kemudian data ini diolah kembali sehingga

data yang siap dipergunakan.

2. Data sekunder wvaitu data vyang diperoleh

kajian bahan-bahan kepustalasan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

o

r

Data vang penulils temukan di dzlam =]

"

dikumpulkan dengan teknik wawancars

3.3. Analisis Data

Dlata vang ppenulis peraleh dari penelitizn

1

93]

diolah selandjutnva dianalisis zecar

hasilnya daprat disajikan dalam bentulk deskrirptif.
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men;adl
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3.4 Lokasi Penelitian

hahan-bahan renulizan  =zhkrirvci ini
rada bekerapa bank dikotamadva Ujung

1. Bank Hegara Indonesia 405

Ja

2. Bank Niaga Cabang Ujung Pandan

3. Bank Bali Cabang Ujlung Pandanz

untuk me lengiiapl
mensambil lckhasi

Pandang. Yaitu:

Ujung Pandans.



BAB 4

PEMBAHAGAN HASIL PENELITIAN

4.1 Prosedur dalam mempercleh kartu ATM
Progedur atau tata carz untul seoran/g nasgabah oantualk
mendapapkan kartu ATM dapat diperincil s=siagal beriiug:
1. MNasabah yang kterkeinginzn untull mendzrpatlan lrartn
ATM  haruslah memiliki dana wang culup pzaz bhank

vangz alkan mengeluarkan Zartu tercebut.

.1

2. Nasabah kemudian memasukkan surat perichonan untul
mendarathan kartu ATM kepada pihzain bans.

3. Bank melakukan pemeriksaan dan verifil=asi terhaduay
permchonan naszabah.

4 Bila dipandanz lavak. makz bhank kemudiun manvreroh-
kan formulir kepadz nasabah vang bermohon untul
diketahui syarzat-syarst dan ditandaztangani.

5. 32telah IfTermulir tersebur ditvtandatangani kemudian

=

dikembalikan dan lkepada pihaiz S8 9954 mzonlh

Y

diberikan lkartu plus  (ATHM) untuk eeloniuiavs

b

dipergunakan dengzan  dizertal nomaor mensenal

pribadil atau FIH.

4.2 Bentuk Perjanjgian Kartu ATM

| B TR = F =

W

Berjaniian antara bhank dengan nas

b

ATM adzalah suvatu perjaniian vang berbentul  Zalku.  Malksad



Adari perjaniian  balku dicini zdalah rembuztannra nznta
dilalukan oleh serihak, dalam h=zl ini dibuat o2leh  banlk.
Sehingga  klausula-lFlsusalanys zerenuhnys git=niulkzrn olob
rihal: banic zelalku pembuat tanms yperlu ada kesoroiiarton Jord
pihal na=zabah s2baszail pemesangs kartn 2TH.

Demikian vang dikemukalan Morizm  Daros Zodreaizomon,

tdalam E.H. Hodius 1021:42) bahwa:

dituangkan dalam =z=
secara tidalk terhatac

Perjanjian bakn adzalah  Eoncer Janji-Jdaniil tertuliis,

disusun tanpa erunq1ng 2n 1sinya  dan lazimnva
_‘1 = ‘;C:‘:’TE‘I“ ; rartartn
<

Selanjutnya Paral 13238 =zyzt (1) ¥ivalk ndzng-undang
Hultum Perdata vang berbunvi:

Semua rerjandian yang dibuat secara s=an horlizlu

gebagal undeng-undang hagi mereka yvang membuatnya.

Dengan demikian, kzrena BLitab fndangs—undans  Holam
Perdata menganut asas tesrbuka  Tercebut. vans  monberd
peluang kepada semua pihzak untuil mengadzisn verfarniizrn ana
gaja asal tidak bertentangan dengsan undangz-unian -,
ltepatutan dan kezuszilean, maka rerdanjian ATH duga  diasiuld
keteradaannyva dalam suatu perjanilan,

Demikian Subeskti, (188%5:14) menvatakan ceczrsn ©20
Hakikat dari ketentuan pasal 1328 avat (1) Eitabh Unasuz-
undang Hukum Perdzata, hal ini memkerikan polusnz mara
rihalk untull membuat susatu bentul rerjaniimn-rerjisniiszn dan
menentukan llausula-klauculany=.

Seperti  halnva pernvataan vansg sana allemuialan
Mariam [arus Badrulzaman., (1983:10

Semua perjanjian vang dibuat secara szh  dAEan menuwrut



hulzum z2dzlsh menzilist, deneon demilian Adilken=zl  Jdonsan

agags partl] avtonomis.

Eemudian cdengan melihat =ddznvs LoD TT UL oA
berkontralk. maka rpihak-pihak padza perianjiian  marta LT
dapat membuat  dan 2Tau meEnenituXan Elsusula-klausulsz

rerjanjian yang disgepakati sezpanjzng  tidak Dertsntanson
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dengan undang-undans. kepatutan oo
selanjutnya pada ketentuan tersebut ol atvez. mulia ribs
pada  suatu kezimpulan vanz dikemulkalan oleh Marizm  Darus

Badrulzaman. (1989:35) bahwa:

T

Perjaniian standar adalan rerjandian vang  Tentuk
isinya *telah dirersiarpkan terlshih dahuala 2lekh wihsk
kEreditur kemudian zelaniutnyva digodorlzan lerpads pihalk
debitur.

Dari urailan di atase., zelain dari  pembustannys vans

gepihal Juga terdapat ciri lain dari pejaniizn bala  ranc
rada umumnyzs  adalah  bergifat timhal-Lolil, artinys
membebani masing-masing pihzalk terkadarp hak fan Zswsiinan
vang harus ditaati dan atau dicebur pregtazsi timbal neliiig,

Menurut hemat rpenulis. sebagal zuvatu rperdaniian  vang
dalam pralktiknva btersifzt timbal-balil sert:. kedudulkan

para pihak vang sederajat. seharusnyva  Eewaldlban-kewnjibnan

bank juga diatur secaryg ielas di dalam rerjaniian. z=hing-

ga Jika mengalami wanprestacsi vang mencakibatlkan  teriadi-

nva perselisihan vang menvanchur kewzaiibgn pihak Tznk malin
4

nasabah mempunvai kelkustan rpembulztiazn untul  melanalzan
tuntutan pemenuhzn perianjian vang telazh digerelkati hedus

belah pihalk,



4.3 Keuntungan dan Kelemahan ATM

Keuntungan A'l'M

I'apat men=ariil

p—

Pralztie., memudahnsgan = Llavonsarn
A, Penzoperasiznnrn moaduzh
4. Melawvani 24 Jam termasuil hari liow

. Menjdamin keamanan dan privacy

5. memungkinkan mengami>i: uEnT tuna
{zatu) kali zehari

7. Sebazal saranza  pembavarzan listrik
pembayvaran lainnva.

2

Melihat =zalds rekeningz

9. Lokaginya terdapat

Kelemahan ATM

1. Eemungkinzn rteriadinyvz ¥=sruzakan pa

- u-. - -

2. Nasabah agalz poros warens Romudshan
tunai.

3. Panl mepunzut bizvs administrzsi

kartu ATH.
Adanva rembatasan Jumlzh wanz oo

sehari.

5. Sering rterjadi  kesalzhan  reinic
vang merugikan nasabah
4.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak
Hak Nasabah
1. Berhal mendapatizan lartua ATHM.

Al herbasal tenpnt

1 lebkih dari 1
. tTeloron dzn
=T .

dz megin ATM
menoamnikhil ouang

crada pemszang

R -i_r_'| e
o meosem 2T
wado i LTh .
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emagans  [tartu kerhalr mendapatizan nomor BIM ds

Lt

pihalz bank.

Pemeganz kartu ATHM berhak ataz segzals r=silivtsre

L
Femegans k=zrtu berhalk untull mengzanti lartu ATH

yvang telah rusalr dan hilang.

IKewajiban Nagabah

Al

m

(o]

Bila karty ATM hilang ztzon dicuri. remerans  lartn
wadib membesritahukan kerpadn wani.
Pemaganzs arta  4ATHM waiik merzhagizizzn ks

Apzbila pemepzanzg hartu  bernizt ooengniibiei ooere

Janjian, malka pemseganis  kartu  woalilb memberi-

tahukannya epada

Femzgang kartu ATHM berkewsjiban

ltartu ATHnys atag permintazn bank.,

Zals

Femegang kartu ATM  waiik  untul mentaard

Q]
1

reraturan dan syarat vang telah ditetarvkan wih=zk

banl:.

Hak Pihak Bank

1.

Banlt berhak untuk menzzithi

Bank berhalr untulz memungut bizaya adminigtrazi dari



pengguriaan kartu alm.

3. Bank berhai atasz kartu vang dimiiiki

i
I_..I
i
3
;J.‘
n
i
o
rn
o

" apabila smetiap waktu diperlukan.
4. Bank berhak untuk tidak bertanesune jawab apabila

kartu ATM dipergunakan oleh bukan si pemilils,

5. Bank berhak untuk melengkapri atau menzubzh zvarat-

'y

JARVS]

L X

svarat vang berhubungan denszan penggunaan ¥

ATHM.

Kewajiban Pihak Bank
i. Bank berkewajiban menerbitkan Lkartua ATM. =atas

permohonan pemegang izartu.

2. Bank Tberkewajiban menyediakan counter  rrid i
berbagai tempat.
3. Bank berkewaldiban untuk menyediakan pazilitas

pembayaran berbagal macam rekening.

4. Bank bherkwajiiban untuk mendebet rekening vemszanx

kartu ATM.
5. Bank berkewaJiban untuk merahasiakan ncomor PIN

remegans kZartu ATM.

4.5 MASALAH HUKUM PERJANJIAN
4.5.1 Tangguneg Jawab Terhadap Kerugian

Dalam konteksz perjanjian kartu ATM antara bank dengan

vy
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nasabah merupakan suatu bentuk perjandian timb

vang mempunyai unsur-unsur pemberian jasa dalam hal ini

kartu plus dengan kewajiban utama pihak bank, vanz




memberikan relayanan kepada nasabah dalam bentul sazz bani
tkartu ATM). Jasa bank ini sangat berperan besar dalam
memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman vang ada i
dunia perbankan. Dalam perjanjian ini juga diatur mengenai
kerugian vyang terjadi akibat wanprestasi (kelalaiang.

Pengertian wanprestasi menurut H.F.A. Vollmar. (dalam I.:

()}

Adiwinarta, 1984:78) sébagai bherikut:
Merupakan keadaan tidak terpenuhinya suatu perjaniian,
vang berupa dipenuhi prestasi tetapli tidak menurut
cara yang semestinya atau dilaksanakan tidak terat
waktu
Daiam rrakteknya, perjanjian kartu ATM antar nasabah
dengan bank kecil kemungkinan lalai (wanprestasi) dalam
memenuhi kewajiban-kewajibannya dan cebaliknya bankyun

demikian. karena kewajiban vang utama adalah untul

Al

bt

-~
[

Y

memenuhi  kebutuhan dan relayanan yang maksimsal

2EF

nasabah.

4.5.2 Kerugian Karena Risiko

Dalam hal ini suatu kerugian. dapat terjadi hagsi pinzk

nasabah maupun rihak bank karena kesalahan tersebut bulan
dari salah satu pihak, dimana keruglan vang diderinz clzh
zalah satu pihalk tidak dapat dituntut pihak l=zin.

Pengertian umum tentang risilko adalah suatu keadsan dimana
suatu rperJanjian sama zekali tidak daprat dilabsaraxan.
vang disebabkan cleh suatu peristiwaskejadian vang di lusr

kemampuan salah satu pihak. zehinggz menimbulkan kerugizn.




tanggung Jawab dari pihal Tank. tetazri cleh winzlh bEans

tanggung Jawan tersebut dianzgap sebagzal risiks perdaniian
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ATHM sebagaimana vang te=lah ter

i
l_

penzggunaan kEartu ATM antara bank dengan nasaisah .

Dengan demikian. mengenail rizike dapzat ditarik  zsunsn
kesimpulan bahwa risiko terjadi oleh lkarzna adznva keadasn
yang memaksa di luar kemampuans/besalahan zalan zato oikel

vang me Faksanakan perjanilan.

4.5.3 Penyelesaian Perselisihan Pada Perjanjian
Dengan meruinuk pada pelaksanaan perjaniiszn karta ST0

dalam h=zal ini tidzak menutup ksmunsglinan ak=n timioinore
suatu  perseligihan antars ksdua he=lah yvinme.  czalns o tands
dengan nazabah pemegang karta.

Apabilis terjadi =uatu persslisinan, Ak dengan

demilkian .
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Ferijaniian terserut Kembal:l kepada aturan main vanrs  telisn

[t

disepalati ber=zzma dengan menyeslesailan terlsiil dahuala

terbaik atau diselesaikan. maka langiiah selanjutnva adalan
dengan Jalan vang ditempuh melalui Pengadilan liegers
dimana para pihal berdomizili sesuail dengan walitu

penandatanzanan perjaniian ter=zebut.
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HAB b

PENUDTUP

b.1 Kesimpuian

Herdasarian pada  urzian o

rembahasan e =t

3

terdahulu. mala herirut imnl JQrEemuigaran menernT

kecimpul

v cebagai berikut:

n

n
Feraanaian antars pank dengan nasabah  zebaasn
remegang kartuw Automatic
dacarnva sesual dengan asas-azas nabkum rceriizartan,

Langkan-langkan uantug menvelesallzan persellzinan
vang tergadi dilsaikukan zgscara mucyvawarah  oobngal
langkah pertamz aan secara nukum molatul pensoaliarn

sebagai langkah terakhir.

Saran

1.

Untuk menjyamin pihak naszabah zesbagal pemegans kartn
AlNM. mengingat keaudukannva datlam perianizan dsngan
prihak bank maks rerin Kiranva isi rerjansian
menyveimpangiEzan hay dan kewadiban kedua pelah rinak.
webelum pihak nasaban menvetwivismenzndatzngani.

perjanilian Kartu ATM terlepin daznulun menpelaiarsl

vy

isi rerjaniiannya terutama masalzh b=l

Ta vy

Eewaiiban E=dus nelzsh waihal.

b
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